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 Transmission of sexually transmitted diseases and HIV/AIDS is a public 
health problem that is still a global challenge. This article aims to analyze 
the factors causing the transmission of sexually transmitted diseases and 
stigma towards people with HIV/AIDS, and to examine solutions that 
support human rights. The results of the analysis show that social, economic, 
cultural, and structural factors, such as poverty, gender inequality, and 
limited access to health information and services, increase the vulnerability 
of certain community groups to the transmission of sexually transmitted 
diseases. Meanwhile, widespread stigma and discrimination in society have 
robbed the basic rights of people with HIV, especially the right to health, 
work, and social participation. This article suggests a human rights-based 
approach as a comprehensive solution. Preventive and treatment 
interventions carried out, legal protection and anti-discrimination policies,  
empowerment of communities and vulnerable groups, and increasing 
government accountability. The implementation of these solutions is 
expected to address the root of the problem and encourage the fulfillment of 
human rights related to sexual and reproductive health. The conclusions 
obtained in this study include efforts to increase access to comprehensive 
health services, accompanied by effective public education campaigns. In 
addition, legal and policy reforms that respect the human rights of people 
with sexually transmitted diseases are also important steps to address stigma 
and discrimination. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
License.  
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1. PENDAHULUAN 

Penularan penyakit seksual di Indonesia sudah bukan lagi sebuah misteri, jika melihat kasus seperti ini 
sudah menjadi masalah kesehatan global yang sangat serius. Dalam hal ini, terkadang kita hanya fokus pada 
bagaimana penularan  terjadi tanpa memperhatikan individu yang terkena penyakit seksual tersebut. Tanpa 
melihat dari prespektif hak asasi manusia yang mengacu pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak 
kesehatan dan hak-hak seksual. Mendorong upaya pencegahan yang efektif akses terhadap pelayanan kesehatan 
yang adil perlindungan dari diskriminasi dan penghormatan terhadap kebebasan individu. 
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Dalam tinjauan filosofis yang saya ambil dalam judul penelitian mengenai penularan penyakit seksual 
merupakan masalah penyakit menular yang saat ini jumlah penderitanya semakin bertambah pada setiap tahunnya. 
Padahal, penyebaran penularan penyakit seksual tidaklah semudah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Ada juga 
yang beranggapan bahwa hanya kelompok tertentu saja yang bisa terkena penyakit seksual padahal tidak. 
Beberapa anggapan yang salah lainnya tentang penyebaran penyakit seksual (HIV), seperti mempercayai HIV 
bisa menular melalui kontak fisik atau berbagai peralatan makan sehingga mereka jijik dan enggan untuk 
mendekat dan hidup berdampingan dengan pengidap HIV. Kemudian HIV sering dikaitkan dengan perilaku 
negatif tertentu seperti penggunaan obat terlarang atau narkoba,terutama narkoba dalam bentuk suntik dan seks 
bebas.[1] 

Peningkatan penularan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial, ekonomi dan mobilitas penduduk. 
Penularan penyakit seksual ini menjadi isu kesehatan masyarakat global utama di bidang kesehatan. Di Indonesia 
sendiri kasus penderita penyakit seksual ini semakin bertambah,salah satunya provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa 
Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang terindikasi dengan peningkatan penularan penyakit seksual 
dimana setiap tahun nya kasusnya yang selalu meningkat.[2] Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu 
kabupaten yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Kuningan. Pada Kabupaten Kuningan sendiri ada beberapa 
faktor yaitu, tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi, ditambah faktor ekonomi dan sosial di masyarakat 
serta masih kurangnya edukasi dan kebutuhan untuk memenuhi ekonomi masyarakat. 

Namun secara normatif, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengidap HIV agar mereka bisa 
menikmati hak-haknya maka diperlukan suatu peraturan perundang – undangan demi terwujudnya hak asasi 
manusia, Agar menjadi pendukung pencegahan dan penanggulangan HIV, salah satu hal yang penting yang 
berhubungan dengan hak asasi manusia terhadap para pengidap HIV yaitu masalah diskriminasi yang diterima 
oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat sehari – hari. Diskriminasi adalah salah satu bentuk pelanggaran 
HAM yang terjadi ketika prasangka negatif muncul. Oleh sebab itu,mereka yang didiskriminasi terhadap pengidap 
HIV menjelaskan segala bentuk perlindungan untuk korban. Semakin banyak perlakuan diskriminasi yang 
dirasakan oleh pengidap penyakit ini mengakibatkan pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah 
kebijakan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, seperti melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi 
internasional.[3] 

Menurut Satijipto Raharjo dalam jurnalnya, memberikan perlindungan hukum adalah upaya untuk 
melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang telah diatur dalam hukum. Keberadaan hukum 
yang memiliki fungsi sebagai protektor menjadikan instrumen utama dalam rangka  menjamin dan melindungi 
Hak Asasi Manusia. Hak hidup dan hak  mendapatkan jaminan kesehatan merupakan Hak dasar yang harus 
dilindungi  oleh negara melalui hukum positif yang ada, sedangkan yang terjadi saat ini adalah masih terjadi 
kekosongan hukum didalam perlindungan terhadap pasangan pengidap HIV, sehingga mereka belum 
terlindungi.[4] 

Dalam tinjauan yuridis dalam penulisan ini, tinjauan mengenai penularan penyakit seksual mengacu pada 
undang-undang hukum kesehatan no.36 tahun 2009 dalam pasal 71 yang mana secara subtasi dalam pasal ini 
bahwa “setiap individu yang memiliki penyakit penular wajib memberitahu tenaga medis”. Selain itu, pada pasal 
97 juga menyatakan “apabila dalam rumah tangga atau suami istri yang salah satunya memilki penyakit penular 
seksual wajib memberitahu pasangan baik istri maupun suami hal tersebut di atur dalam undang – undang hukum 
kesehatan.”   [5]Dengan itu  penulis memberi judul pada penelitian ini tentang “MENGGALI PENYEBAB 
TINGGINYA KASUS PENULARAN PENYAKIT SEKSUAL DI KABUPATEN KUNINGAN 
PERSPEKTIF HAM DALAM PERATURAN BUPATI NO 362 TAHUN 2022”. 

Melihat perspektif HAM dari orang yang hidup dengan  pengidap HIV harus menerima keadilan hukum 
untuk kelangsungan hidup mereka. Ketentuan pengaturan HAM tetap diperlukan. Penafsiran Pasal 2 UU No.39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa hak asasi manusia harus mendapatkan keseteraan 
pada lingkungan hidup yang ada di masyarakat tanpa adanya diskriminasi terhadap individu . Pasal 9 ayat (3) UU 
HAM mengatur bahwanya individu harus mendapatkan hidup yang baik.[6] Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 
menyebutkan dengan tegas bahwa subtasi tersebut setiap individu baik mendapatkan seteraan pada hidup, dapat 
menerima kehidupan dan pekerjaan yang layak.[7] 

Tantangan yang dihadapi oleh pengidap HIV tidak hanya kemunduran fisik, namun juga  permasalahan 
sosial seperti  stigma negatif dan berbagai bentuk diskriminasi  lingkungan.  HIV merupakan penyakit terkutuk 
yang disebabkan oleh perilaku menyimpang karena erat kaitannya dengan orang-orang yang melakukan perilaku 
menyimpang seperti pelacur (PSK), homoseksual, pelaku seks bebas, dan pengguna narkoba suntik. Diskriminasi 
adalah perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan klasifikasi. Ketidaksetaraan perlakuan 
terhadap pengidap HIV disebabkan karena pengidap HIV dianggap sebagai pembawa penyakit menular, 
berbahaya, dan mematikan. Orang dengan HIV diberi stigma negatif dan didiskriminasi oleh keluarga, teman, 
komunitas, dan lingkungan lainnya. Sebab, penyakit HIV  yang dideritanya dinilai berbahaya dan mematikan bagi 
masyarakat.[8] 
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Penularan penyakit seksual pada Asia Tenggara menjadi populasi pengidap HIV terbesar ketiga di dunia, 
yaitu 3,8 juta orang. Indonesia menempati peringkat kelima di antara negara – negara di Asia yang berisiko 
terhadap penularan penyakit seksual (HIV), yang dapat berdampak pada perubahan ekonomi dan sosial. Jumlah 
kumulatif infeksi HIV di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 131.417 kasus dan meningkat tajam pada bulan 
Maret 2021 menjadi 427.201 kasus. Tiga provinsi dengan jumlah kasus HIV/AIDS (ODHIV) tertinggi adalah 
Jawa Tengah (1.125), Jawa Barat (1.115) dan DKI Jakarta (964). Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, 
sebagian Kabupaten menjadi pengidap tingginya HIV.[9] 
 
2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang di lakukan penulis adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
menggunakan penelitian wawancara kepada pihak terkait dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami 
fenomena yang mendalam mengenai kasus dalam penelitian yang diambil oleh penulis. Dalam menggali informasi 
yang diambil, dengan acuan hukum normatif,artikel ilmiah dan sumber- sumber lainya sebagai bahan sekunder. 

Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi analisis deskriptif. 
Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan, merangkum, dan menginterpretasikan data secara 
deskriptif dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, metode ini memberikan gambaran awal 
tentang data yang telah dikumpulkan. 

Pada penelitian ini, penulis mengambil Teori Stigma dan Diskriminasi, dengan adanya kesinambungan 
mengenai pembahasan penelitian ini. Teori Stigma dan Diskriminasi yang dikemukan mengenai,stigma 
merupakan bentuk ekstrem dari ketidaksetujuan seseorang atau sekelompok orang terhadap karakteristik tertentu 
yang membedakan atau membuat mereka dianggap tidak diinginkan dalam masyarakat. Stigma juga mencakup 
keyakinan negatif yang dimiliki seseorang yang menjadi dasar ketidakadilan terhadap sekelompok orang tertentu. 
Dalam konteks HIV (Human Immunodeficiency Virus), stigma merujuk pada keyakinan, perasaan, dan sikap 
negatif yang ditujukan kepada individu yang hidup dengan HIV/AIDS, keluarga mereka, dan orang-orang terdekat 
mereka.[10] 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Penularan Penyakit Seksual di Kabupaten Kuningan 

Penularan penyakit seksual atau HIV ialah virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang yang dapat 
melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan virus yang masuk. Di indonesia sendiri, penyakit seksual menjadi 
salah satu permasalahan di bidang kesehatan. Secara nasional, Jawa Barat masih menjadi empat provinsi dengan 
jumlah infeksi HIV tertinggi. Hal ini menunjukan bahwa HIV telah menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat 
karena selain mengacam nyawa pengidapnya. Penyakit ini juga mempunyai risiko penularan yang semakin besar. 
Meningkatnya penularan HIV dapat menjadi masalah mental bagi pengidap penyakit tersebut, karena penyakit ini 
dapat memberikan dampak negatif berupa masalah fisik,psikis,sosial dan spiritual kehidupan yang penuh tekanan 
bagi pengidap. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Karena 
informasi yang penulis dapatkan mengenai penularan penyakit seksual di Kuningan yang setiap tahun nya ada 
meningkatan. Dan perlu di gali penyebab faktor pada peningkatan penularan penyakit seksual ini. Mengutip data 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan,terindeksi kasus HIV-AIDS di Kabupaten Kuningan dalam 3 tahun 
terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan,pada tahun 2021 terdeteksi sebanyak 132 kasus, pada 
tahun 2022 sebanyak 165 kasus, dan pada tahun 2023 pada bulan Januari hingga Desember terdapat 170 kasus 
baru. 

Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kuningan mencapai 1.130 kasus. Dengan data kasus 
yang disajikan, hal ini harus menjadi perhatian umum, karena HIV/AIDS tidak hanya merupakan masalah 
kesehatan tetapi juga kompleks dalam berbagai aspek, semuanya harus diatasi. Bermanfaat untuk memulai 
pencegahan, promosi ,pengobatan dan pemulihan, dan ini memerlukan anggaran pengelolan berkelanjutan untuk 
mencapai kondisi ideal triple zero HIV/AIDS pada tahun 2030. Three zero itu adalah menurunkan hingga  
meniadakan infeksi baru HIV, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang 
berkaitan dengan AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Informasi ini penulis dapatkan dari Dinas 
Kesehatan Kuningan dan tanggapan dari Bupati Kuningan 2023 dalam menangani penyebab penularan penyakit 
seksual atau HIV.[11] 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan wawancara kepada 
pihak terkait seperti tenaga kesehatan Kabupaten Kuningan yang menangani kasus HIV. Dengan tambahan 
sumber lain seperti mahasiswa kesehatan yang bertugas pada pkl di rumah sakit dengan menangani kasus HIV. 
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Dan sumber – sumber lain seperti artikel, internet dan buku tentang faktor penyebab tingginya HIV di Kabupaten 
Kuningan. 

Pada hasil wawancara yang di lakukan penulis, kepada pihak terkait yaitu tenaga kesehatan yang 
menangani kasus HIV di Kabupaten Kuningan dan mahasiswa kesehatan yang bertugas pada pkl di rumah sakit 
dengan menangani kasus HIV. Faktor yang penyebabkan penularan penyakit seksual, dikarenakan kurangnya 
edukasi yang di terima oleh individu. Biasanya individu yang terkena HIV tidak langsung di diagnosa, karena 
biasanya di rasakan oleh pasien penurunan ketahanan tubuh yang mengharuskan individu untuk periksa dan 
diagnosa oleh dokter terjangkit HIV. 

Informasi yang penulis dapatkan biasanya pasien HIV yang terjangkit ialah perempuan yang rentan 
terkena penyakit seksual. Ibu rumah tangga pun bisa terjakit dikarenakan kurangnya edukasi yang di dapatkan, 
biasanya penularan melalui suntikan tetapi sangat jarang sekali yang terjakit melalui suntikan, dan melalui obat-
obatan yang terlarang. Dari segi ekonomi yang mengharuskan perempuan berkerja sebagai pekerja seks komersial 
ini menjadi salah satu faktor penularan. Dan pergaulan bebas yang terdapat di Kuningan yang sangat 
memperhatinkan, salah satu kecamatan dengan penyubang pasien HIV di Kuningan. Di sebabkan terhadap hotel-
hotel dengan pembayaran murah yang menyebabkan remaja tergiur hal tersebut. Kesadaran individu yang sangat 
minim dengan masalah kesehatan reproduksi yang sangat rentan terkena penyakit seksual (HIV).[12] 

Penulis mendapatkan dari sumber sekunder yaitu artikel mengenai faktor penyebab penularan penyakit 
seksual di Kabupaten Kuningan penularan HIV secara seksual dapat terjadi pada jenis hubungan seks anal, vagina 
dan oral. Seks anal merupakan jenis seks dengan resiko penularan HIV tertinggi. Pada pasangan yang memainkan 
posisi penerima (bawah) memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pasangan yang memainkan posisi penyisipan 
(atas). Pasalnya, dubur tipis dan memungkinkan HIV masuk dalam tubuh saat melakukan hubungan seks anal. 
Namun, pasangan yang melakukan penetrasi juga berisiko karena HIV dapat masuk melalui uretra, kulup penis 
bagi pasangan yang tidak disunat atau melalui laku terbuka di bagian tubuh mana pun. 

Kemungkinan penularan HIV juga melalui donor organ dan jaringan saat ini sangat rendah karena 
prosedur skrining donor yang ketat. Di Indonesia, aturan mengenai pemeriksaan pendonor darah diatur dalam 
Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Transfusi Darah, pada Pasal 11 menurut peraturan ini 
mengharuskan tenaga medis melakukan pemeriksaan darah untuk mencegah penularan penyakit pendonor kepada 
pasien ,termasuk pasien HIV/AIDS,hepatitis B,hepatitis C,dan sifilis, semuanya dilakukan sesuai standar. Di 
beberapa daerah, tes pemeriksaan darah juga dapat dilakukan untuk mencegah penyakit lain seperti malaria.[13] 

Selain itu penggunaan jarum suntik dapat menjadi sarana penularan karena menyebabkan darah yang 
mengandung HIV masuk ke dalam jarum suntik dan penularan terjadi melalui penggunaan jarum suntik secara 
bergantian. Selain risiko penularan HIV, berbagai jarum suntik juga meningkatkan risiko penularan penyakit lain 
seperti hepatitis B dan hepatitis C.[14] 

Pada pengidap HIV tidak bisa dikenali dari penampilannya karena sepertinya tidak memerlukan 
perawatan medis. Mereka sering tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi HIV dan dapat menyebabkan infeksi. 
Perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS terjadi setelah masa laten yang lama sebelum akhirnya muncul tanda 
– tanda penyakit lainnya. Rata – rata orang dengan penyakit HIV mempunyai peluang untuk mengembangkan 
penyakit akut pada tahap awal infeksi yang dapat sembuh dengan sendirinya. Tanpa pengobatan, orang yang 
terinfeksi HIV dapat hidup hingga 8 hingga 10 tahun sebelum berkembangan menjadi AIDS. Perkembangan 
infeksi HIV dipengaruhi oleh usia, tingginya virus, dan tingkat keparahan gejala infeksi HIV primer.[15] 

Selain faktor penyebab penularan penyakit seksual di bidang kesehatan, faktor lainya penyebab terjadi 
penularan dari segi sosial dimana masyarakat adanya pergaulan bebas yang menyebabkan penularan penyakit 
seksual terjadi. Selain itu, melihat dari segi ekonomi dikarenakan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah yang 
meharuskan berkerja sebagai pekerjaan seks komersial. Pekerja seks komersial memiliki kontak seksual yang 
tinggi dengan berbagai pasangan, yang menyebabkan meningkatkan risiko terpapar dan menularkan penyakit. 
Keterbatasan pilihan ekonomi yang dapat mendorong individu, terutama kelompok rentan, untuk terlibat dalam 
pekerjaan seks komersial. 

Prespektif lainya terkait penularan penyakit seksual karena kurangnya edukasi dapat menjadi salah satu 
faktor penting yang berkonstribusi pada permasalahan penularan penyakit seksual ini. Banyak individu, yang 
masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai penyakit menular seksual, seperti cara penularan dan cara 
pencegahannya. Edukasi yang komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi sejak dini dapat membantu 
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meningkatkan pemahaman. Dan masih menjadi hal yang tabu di kalangan di masyarakat, beranggapann terkait 
pembahasan mengenai permasalahan kesehatan seksual. Hal ini, dapat menghambat akses orang untuk 
mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan.[16] 

Faktor yang sering terjadi adanya penularan penyakit seksual karena kurangnya informasi dan edukasi 
tentang seksualitas. Seperti sebelumnya pernikahan terjadi sepasang suami istri tidak mencari informasi terkait 
penularan penyakit seksual. Yang menyebabkan salah satu dari pasangan tersebut terkena HIV. Karena mengacu 
pada Undang-Undang Kesehatan Pasal 71 dan Pasal 97 mengenai penularan HIV bahwanya. Bahwa, wajib 
memberitahu kepada pasangan apabila salah satu dari mereka terkena penyakit seksual. Maka dari itu, adanya 
penyuluhan pranikah mengenai kesehatan reproduksi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada calon 
pengantin, meliputi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang kehamilan, penyakit yang 
menjadi perhatian seperti penyakit menular melalui hubungan seksual, HIV/AIDS dan diabetes, kesehatan jiwa 
calon pengantin.[17] Beberapa individu masih kurang menggali  edukasi pranikah tersebut,padahal faktor 
penyebab penularan seksual karena kurangnya edukasi antar kedua pasangan tersebut. 

Pada data yang di dapatkan sebagai faktor penyebab penularan penyakit seksual di Kabupaten Kuningan 
yang cukup signifikat. Penegakan hukum yang di lakukan pemerintah Kuningan dalam menangani kasus 
kesehatan yang global ini masih belum efektif di rasakan oleh masyarakat bahkan tenaga Kesehatan yang 
menangani kasus ini,padahal melihat dari sisi pengidap HIV masih membutuhkan pendampingan dari sisi 
kemanusiaan. Upaya penegakan hukum pada pemerintah dalam menangani kasus ini adanya edukasi pada 
masyarakat, bisa di terapkan pada lingkup kecil yaitu pada setiap desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan 
melalui pendidikan dimana pendidikan menjadi poin penting agar anak-anak lebih memperhatikan hal kesehatan 
pada diri invidunya. Melalui media massa, yang di zaman sekarang teknologi yang sudah luas dan mudah di akses 
memudahkan edukasi tentang penularan penyakit seksual secara meluas untuk di sosialisasikan oleh tenaga 
Kesehatan, membuat pendamingan secara psikologis kepada pengidap HIV dengan menerapkan hak-hak 
kemanusiaa bagi pengidap HIV dengan upaya pemerintah untuk mencegah adanya penularan penyakit seksual 
setiap tahunnya. 

 
B. Stigma Sosial Terhadap Individu Yang Terkena Penularan Penyakit Seksual Dalam Prespektif Hak 

Asasi Manusia 
Informasi menunjukan bahwa masyarakat tentang HIV/AIDS masih sangat terbatas dan masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui secara akurat dan lengkap tentang HIV/AIDS. Setiap orang mempunyai 
jawaban yang berbeda terhadap pengertian HIV/AIDS tergantung pada pemahaman masing-masing orang dan 
informasi tentang HIV/AIDS tersedia informasi dari permasalah yang mereka dengar. Masyarakat menganggap 
HIV/AIDS adalah penyakit yang menular dan mematikan,karena berganti-ganti pasangan seksual, dihukum dan 
dilaknat oleh Tuhan atas dosa yang di lakukan. Begitu pula dengan pengetahuan informasi tentang gejala 
HIV/AIDS dan penularannya, masih banyak informasi yang belum memahami,dan juga tidak mengetahui 
keberadaan pengidap HIV karena banyak menyembunyikan statusnya.[18] 

Stigma bisa muncul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang baik dan memadai 
tentang HIV/AIDS. Ketidaktahuan  individu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi 
terhadap pengidap HIV/AIDS. Semakin sedikit pengetahuan seseorang tentang HIV/AIDS, semakin besar pula 
stigma terhadap pengidap HIV. Orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang HIV/AIDS cenderung 
tidak mengalami diskriminasi terhadap orang yang mengidap HIV, pengetahuan seseorang tentang mempengaruhi 
sikap dan pendapatnya. 

Stigma berasal dari ketidaktahuan kita tentang HIV/AIDS dan cara penularannya sehingga menimbulkan 
rasa takut. Stigma juga datang dari norma yang menerapkan hukum positif dan dari perasaan rendah diri dari 
pengidap HIV/AIDS itu sendiri. Stigma tidak dapat dengan mudah di hilangkan dengan menggunakan informasi 
atau bukti empiris. Sebab stigma membuat masyarakat ragu mencari ilmu atau bukti. Faktor penyebab stigma 
adalah kurangnya pemahaman yang ada di masyarakat tentang HIV/AIDS, kurangnya sosialisasi tentang 
pencegahan HIV/AIDS dan miskonsepsi yang berkembang di masyarakat.[19] 

Pada wawancara yang penulis dapatkan melalui tenaga kesehatan dan mahasiwa kesehatan yang 
menangani HIV, terkait stigma terhadap pasien HIV sangat mengakhawatirkan. Sebab, stigma negatif yang timbul 
di masyarakat sulit di hilangkan kepada penyakit HIV ini. Stigma yang di dapatkan bukan hanya dari masyarakat 
sosial, tetapi dari pihak keluarga yang kurangnya edukasi dan informasi dalam menangani kasus HIV itu sendiri.  
Menjadi perhatian bagaimana hak – hak pasien HIV di lindungi sebagai warga negara dan mengacu kepada 
Peraturan Bupati Kuningan dalam pasal 2 “Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan 
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berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian 
hukum, manfaat dan kesetaraan gender.” Masih sangat memperhatikan dikarenakan pasien HIV, tidak 
mendapatkan kesaamaan kedudukan dalam hukum. Stigma negatif dan diskriminasi yang di terima oleh pasien 
HIV. 

Hak – hak yang di dapatkan oleh pasien HIV masih sangat kurang dan adanya perhatian khusus oleh 
pemerintah setempat. Tetapi pada fakta nya pemerintah masih kurang walapun adanya edukasi dan sosialisasi 
yang berikan kepada masyarakat. Menurut tenaga kesehatan, apabila ingin mencapai hal tersebut masyarakat dan 
pemerintah harus sama-sama memperhatikan dari segi indiviu untuk lebih memperhatikan kesehatan agar 
mencegah penyakit seksual (HIV). Dan pemerintah lebih memperhatikan dari segi kemanusiaan untuk [20] 

Stigma dan diskriminasi terkait HIV merupakan karakteristik negatif yang diberikan kepada seseorang 
sehingga menimbulkan tindakan yang tidak masuk dan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan statusnya 
sebagai pasien HIV. Stigma terhadap pasien dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti eksklusi, penolakan dan 
diskriminasi. Sehingga membuat pasien enggan mengungkapkan kondisinya, yang pada akhirnya menyebabkan 
penyakitnya menyebar secara terselubung dalam skala besar.[21] 

Stigma dapat mendorong pasien HIV untuk menyebunyikan status nya, sehingga menghambat akses 
kepada layanan pencegahan, perawatan dan pengobatan. Hak yang di dapatkan oleh pasien HIV masih sangat 
memperhatikan kurangnya kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan yang tidak memperhatikan hak sebagai 
pasien HIV. Padahal, dalam peraturan bupati Kuningan pasal 2 sudah menjelaskan mengenai hak-hak sebagai 
pasien HIV. 

Hak asasi manusia merupakan hak universal yang berlaku bagi semua orang. Hak asasi manusia tidak 
dapat di ganggu oleh siapun karena itu adalah hak asasai manusia. Manusia berkomitmen terhadap kehidupan dan 
martabat manusia. Contoh dalam dianggap pelanggaran harkat dan martabat yaitu kekerasan fisik dan  intimadasi 
seks. Perlindungan terhadap hak asasi manusia sangat penting bagi masyarakat karena hak asasi manusia berkaitan 
dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dukungan terhadap penerapan hak asasi manusia dan pencegahan serta 
pengedalian HIV/AIDS dapat di katakan efektif. Jelas bahwa hak asasi manusia dijamin dan dilindungi, hal ini 
akan membawa konsekuensi bagi pengidap HIV dan keluarganya, seperti memberikan ketenangan pikiran, dapat 
hidup dengan baik, merasa di hargai, dan menjamin kehidupan sehari-hari yang baik. Untuk mengurangi 
penularan HIV. 

Dalam hal itu adanya pemberian dukungan seperti kemudahan akses konseling dan pengobatan akan 
memudahkan pengidap HIV dalam mengelola kesehatan medis dan mentalnya. Oleh karena itu, kita berharap 
bahwa infeksi HIV akan menurun setiap tahunnya. Selain pada faktor internal, kewajiban pada pengidap HIV 
memiliki faktor internal yang harus di jalankan. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri, keluarga maupun 
lingkungan dengan melakukan pengobatan secara rutin dan menjalani pengobatan dengan arahan dokter. 
Kewajiban lainnya seperti tidak merahasiakan dirinya di mata medis. 

Hak – hak yang di dapatkan oleh pengidap HIV, pertama hak atas persamaan kedudukan di hadapan 
hukum. Masyarakat yang sering terkena diskriminasi dan mungkin lebih rentan terhadap infeksi HIV adalah 
perempuan, anak-anak, kelas menengah, penyadang disabilitas, pekerja seks, dan pengguna narkoba. Padahal, 
pemerintah dilarang melakukan diskriminasi terhadap pengidap HIV karena mereka membutuhkan perlindungan 
seperti perlindungan pekerjaan, pendidikan, layanan hukum, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Salah satu 
solusi yang bisa di lakukan adalah pemerintah berkolaborasi dengan organisasi atau lembaga non-pemerintah 
untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, pengidap HIV perlu mendapatkan edukasi agar 
dapat memberikan pendidikan mandiri kepada keluarga dan lingkungannya. 

Kedua pengidap HIV mempunyai hak untuk merasa aman. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh 
ditangkap, diisolasi, diasingkan atau dipenjarakan hanya karena positif HIV. Pengidap HIV tidak salah secara 
hukum, namun jika menyangkut awal infeksi, hal ini mungkin relevan secara hukum,  misalnya jika mereka 
pertama kali tertular HIV dari narkoba. Ketiga, hak untuk memilih menikah atau tidak menikah. Dalam hal ini, 
pengidap HIV berhak menikah dengan orang pilihannya karena mereka juga bersedia menikah. Terlebih lagi, 
terkadang mempunyai hak untuk memilih tidak menikah karena merasa dikucilkan oleh masyarakat sehingga bisa 
menjadi pediam dan tidak berani menjalin hubungan dengan lawan jenis. Orang dengan HIV yang mempunyai 
hak reproduksi dan ibu hamil dengan HIV harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan selama 
kehamilan untuk mencegah penularan pada anaknya, hal ini merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak. 

Keempat, hak atas pendidikan. Penderita HIV/AIDS mempunyai hak yang sama untuk bersekolah seperti 
masyarakat pada umumnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang pendidikan. Interaksi positif perlu di 
kembangkan di sekolah agar tidak merasa dikucilkan dan dapat belajar secara efektif. Kelima, hak asasi 
perempuan yang terinfeksi HIV, salah satu hal yang perlu dihilangkan dari cara berpikir masyarakat adalah bahwa 
“perempuan dengan HIV adalah pelaku kejahatan seksual.” Pernyataan ini tidak selalu benar karena ada sebagian 
perempuan yang tertular HIV dan mempunyai HIV sebagai suami atau korbannya. Jenis diskriminasi ini 
didasarkan pada gender dan dapat mempersulit perempuan dan keluarga mereka. Perempuan yang hidup dengan 
HIV rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan baik di dalam negeri, di dalam keluarga, maupun di luar negeri. 
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Dalam hal ini, perempuan masih kesulitan berkomunikasi dengan suaminya mengenai seks sehingga bisa 
dilakukan dengan aman dan dengan demikian mencegah infeksi HIV.[22] 

Dukungan sosial merupakan suatu bentuk dukungan yang datang dari orang-orang yang dekat dengan 
emosional seseorang dan tindakan yang memberikan kenyamanan fisik dan emosional. Seperti halnya individu 
yang mengalami depresi membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Keluarga dan tetangga 
hidup dengan HIV/AIDS, sikap keluarga dan  merupakan faktor yang berkontribusi terhadap  infeksi HIV. 
Sehingga pemberian informasi sangat dianjurkan tentang HIV/AIDS bagi keluarga dan masyarakat untuk 
mengurangi atau menghilangkan rasa malu.[23] 

Peran masyarakat harus diperkuat untuk melindungi pengidap HIV karena masyarakat juga berperan 
penting dalam menjaga keselamatan. Pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi, namun negara dan 
masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi. Selain itu, peningkatan kesadaran 
tentang HIV/AIDS juga penting karena pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS masih rendah, dimana masih 
ada orang yang belum mendapat informasi dan tidak mengetahui apa itu HIV/AIDS dan cara penularannya.[24] 

Pendidikan dan promosi kesehatan mengenai infeksi HIV berperan penting dalam mengakhiri stigma dan 
diskriminasi terhadap pasien HIV positif. Selain itu, karena pengobatan HIV masih belum memadai, pendidikan 
dan promosi kesehatan menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan dan deteksi dini. 
Kegiatan sosial mempunyai peran dan dampak penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dimana 
terjadi perubahan stigmatisasi pada kelompok sasaran. Dapat dilihat bahwa sistem pendidikan HIV dapat 
meningkatkan kesadaran tentang HIV namun tidak dapat sepenuhnya mengubah stigma masyarakat mengenai 
infeksi HIV. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan menyeluruh untuk mengubah stigma yang 
ada di masyarakat. Penghinaan sulit diubah dalam pertemuan singkat oleh karena itu, diperlukan upaya dan 
strategi pendidikan yang berkesinambungan dan berkesinambungan. Penghinaan merupakan sikap manusiawi, 
sehingga mengubah sikap tersebut memerlukan latihan yang kuat dan jangka panjang agar dapat berubah sesuai 
ekspektasi dan menjadi sasaran.[25] 

Penanggulangan terhadap  HIV melalui terapi yang ditargetkan Biologi, psikologi, sosiologi dan 
spiritualitas dapat digunakan sebagai metode tidak hanya menyelesaikan masalah pasien, tetapi juga 
memberdayakan pasien untuk menjalankan tugas sehari-hari di rumah dan di lingkungan sekitar . Tapi dari sudut 
pandang terapi perilaku adalah membantu pasien menjadi lebih baik, terutama terhadap diri sendiri atau orang 
lain. Metode pengobatan ini mengembalikan kemampuan beradaptasi untuk dilihat individu umumnya melindungi 
kehidupan keluarga dan lingkungan. Memberikan obat HIV setidaknya dapat membantu penderita terbebas dari 
rasa sakitnya, karena masih banyak penderita HIV orang diusir dari keluarga dan masyarakatnya.[26] 

Hak asasi manusia mendasar yang terkait dengan HIV/AIDS hak atas kesehatan dan hak atas non-
diskriminasi. Dibandingkan dengan hak atas kesehatan, proses keluar dari masalah diskriminasi terhadap pengidap 
HIV cukup sulit dan merepotkan. Seringkali, pasien akhirnya di diagnosis mengidap HIV dan kemungkinan besar 
akan meninggal, dengan kematian . Namun mereka menghadapi banyak penderitaan karena  mereka ciptakan, 
sering dikaitkan dengan orang yang terkutuk (najis) karena perilakunya yang menyimpang dan harus menanggung 
penderitaan karena dosanya. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam bentuk stereotip, namun juga dalam 
bentuk penganiayaan dan penyiksaan, serta penghinaan dan diskriminasi di banyak tempat. Berbagai pelanggaran 
hak asasi manusia dan hukum, merupakan faktor sosial yang menyebabkan penderitaan orang yang terinfeksi dan 
merupakan penyebab kematian sekunder/non-medis. 

Pasal 4 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Persoalan 
HIV dan AIDS erat kaitannya dengan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan sumber daya manusia 
yang mendasar karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak lainnya, seperti pendidikan dan pekerjaan. Secara 
umum, UU Kesehatan memberikan perlindungan terhadap pengidap HIV.  Hak atas Akses terhadap layanan 
Kesehatan Undang-undang Kesehatan mengharuskan layanan kesehatan diberikan tanpa diskriminasi kepada 
semua orang, termasuk orang dengan HIV. Pasal 5 UU Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai 
hak yang sama untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau. 
Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan dokter,paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya 
dalam jumlah yang cukup untuk memberikan layanan kesehatan kepada orang yang terinfeksi HIV dan mengambil 
semua tindakan kesehatan untuk mencapai kesehatan yang baik. Penyediaan obat dan alat kesehatan serta jaminan 
ketersediaan obat dan alat kesehatan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan berlaku bagi pengidap 
HIV/AIDS. 

Hak atas informasi Pasal 7 UU Kesehatan dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak 
memperoleh informasi dan pendidikan terkait kesehatan, termasuk tindakan dan pengobatan, serta informasi 
kesehatan pribadi. Hak atas informasi Pasal 7 UU Kesehatan dengan jelas menyatakan hal ini. Setiap orang berhak 
memperoleh informasi dan pendidikan kesehatan serta memperoleh informasi mengenai informasi kesehatan, 
termasuk kegiatan dan pengobatan yang disebutkan di atas. 

Hak atas privasi dalam UU Kesehatan, hak atas privasi diatur dalam Pasal 57, dimana setiap orang berhak 
atas privasi mengenai kesehatannya. Kerahasiaan medis adalah hubungan pribadi dokter-pasien. Artinya dokter 
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tidak boleh membeberkan rahasia penyakit pasiennya kepada orang lain tanpa izin pasien. Masalah HIV/AIDS 
sangat berkaitan dengan kerahasiaan medis, sehingga kita perlu menangani masalah ini dengan hati-hati. Selalu 
terdapat pertentangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu dalam penerapan hukum 
resmi. Seringkali kita harus memikirkan manfaat yang paling nyata. Dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia 
harus dihormati, namun hak asasi manusia tersebut tidak bersifat mutlak. Batasan hak asasi manusia adalah hak 
asasi orang lain dalam masyarakat tersebut. Ketika terjadi konflik kepentingan, maka hak individu harus mengalah 
pada kepentingan publik secara keseluruhan. 

Hak untuk menyetujui prosedur medis. Pasal 56 UU Kesehatan mengatur tentang dokumentasi medis. 
Masalah HIV juga erat kaitannya. Untuk semua tes HIV, pasien harus menyetujuinya setelah menerima informasi 
yang memadai tentang tes tersebut, tujuan tes, dan hasil tes positif atau negatif selama proses tes. Bimbingan hasil 
yang diperoleh peserta dalam memberikan sumber daya terkait kesehatan, konseling, dan hukum sangat beragam. 
Misalnya, apa yang terjadi jika orang dengan HIV datang terlambat atau mengabaikan pengobatannya. Lalu 
langkah hukum apa yang dapat diambil oleh pengidap HIV jika mereka mengalami diskriminasi terkait layanan 
medis atau masalah lain dalam kehidupan sehari-hari.[27] 

Banyak pasien diisolasi karena mengidap HIV. Persepsi dan sikap masyarakat yang sangat negatif 
sehingga menimbulkan masalah bagi pengidap HIV dan keluarganya serta melanggar hak asasi manusia. 
menemukan bahwa masyarakat enggan melakukan tes HIV dan tidak menyadari betapa seriusnya status HIV 
mereka. Stigma terhadap orang yang mengidap HIV memperlambat proses sosialisasi dan pengobatan terhadap 
mereka yang terinfeksi. Mereka sering mendapat diskriminasi karena stigma dan sering dikucilkan oleh keluarga 
dan teman-teman di lingkungan sekitar. Di sisi lain, juga terdapat diskriminasi dalam bidang kesehatan, 
pendidikan dan hak-hak lainnya. Selain itu, stigma juga berdampak pada kehidupan pengidap HIV, menyebabkan 
depresi dan kecemasan, serta perasaan sedih, bersalah, dan tidak berharga. Selain itu, stigma mengurangi nyawa 
orang, mengurangi layanan kesehatan, dan mengurangi kepatuhan. Stigma juga membuat pengidap HIV enggan 
mencari nasihat, menolak akses layanan kesehatan, dan takut mengungkapkan statusnya. Di banyak daerah, orang 
yang mengidap HIV mencari pengobatan di tempat lain karena mereka mendapat stigma dari keluarga atau 
masyarakat sekitarnya. 

Oleh karena itu, pengetahuan dan informasi yang tepat tentang HIV/AIDS harus ditingkatkan, dan upaya 
harus dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap pengidap HIV/AIDS karena berbagai faktor yang terkait 
dengan HIV/AIDS. Dukungan dan kolaborasi lintas disiplin dapat mengurangi stigma terkait HIV dan 
memberdayakan orang yang hidup dengan HIV.[28] 

Stigma Instrumental  yang ada karena masyarakat kurang mengetahui tentang infeksi HIV dan 
menganggap bahwa penularan HIV semudah virus flu, padahal penularan HIV tidak sesulit yang dikira karena 
penularan HIV harus terjadi melalui kontak darah. Seperti hubungan seksual tanpa pengaman atau penggunaan 
jarum suntik yang tidak steril. Menyentuh, berpegangan tangan, berpelukan, menggunakan alat makan dan minum 
yang sama, atau mencium pengidap HIV tidak menularkan HIV kepada orang tersebut. Pelecehan serius ini 
menjadi semakin sulit untuk diatasi karena banyak media terus memberitakan informasi yang berlebihan tanpa 
penjelasan lebih lanjut, yang mengarah pada stigmatisasi pengidap HIV. Situasi seperti ini menjadi perhatian 
khusus bagi pengidap HIV, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai informasi yang 
diberikan. Dampak negatif dengan berbagai stigma dan bagaimana media dapat digunakan untuk memeranginya. 

Dalam konteks ini, pekerja sosial yang berfokus pada layanan HIV dan AIDS mempunyai tanggung 
jawab yang kuat untuk melakukan penelitian tentang penyebaran informasi terkait HIV di media (misalnya, cara 
mencegah infeksi), yang berdampak pada stigma orang dengan HIV di masyarakat. Stigma Kesusilaan merupakan 
akibat dari kondisi sosial yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Berkaitan dengan pengidap HIV dan AIDS untuk 
mengungkapkan perasaan mengenai aspek sosial atau sosial tertentu dari penyakit tersebut. Selain itu, stigma 
simbolis juga merupakan akibat dari stigma sosial masyarakat mengenai HIV dan AIDS serta stigma terkait 
HIV/AIDS lainnya. Stigma adalah hukuman sosial terhadap orang yang mengidap atau hidup dengan HIV dan 
mencerminkan banyak tanggapan yang dapat diambil oleh orang yang terkena stigma untuk menghadapi aturan 
sosial dari orang yang 'normal' (tidak didukung atau distigmatisasi). Khususnya bagi orang-orang yang memiliki 
rasa malu pada tubuh, seringkali jawabannya adalah untuk mengimbangi kelemahannya. Sedangkan penderita 
depresi jenis lain dapat membentuk kelompok pendukung untuk membangun persatuan dan saling mendukung. 
Aturan sosial yang diterima pengidap HIV diwujudkan dalam komunikasi nonverbal (yaitu penolakan langsung) 
dan komunikasi verbal, seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang lain. Hukuman sosial ini sangat berbahaya 
bagi pengidap HIV sehingga membuat takut mengungkapkan statusnya karena tidak siap dengan stigma yang 
akan dihadapinya.[29] 

 
4. KESIMPULAN 
Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. Dari penelitian yang di uraikan di atas,dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab penularan penyakit 

seksual dan stigma terhadap pengidap HIV berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya 
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akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang memadai, serta norma sosial yang membatasi diskusi 
terbuka tentang seksualitas, telah meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual. Sementara itu, 
stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, seperti pekerja seks dan pengguna narkoba, telah 
menghambat upaya pencegahan dan perawatan HIV/AIDS. 

b. Dari perspektif hak asasi manusia, masalah ini menyangkut hak atas kesehatan, informasi, non-diskriminasi, 
dan martabat manusia. Oleh karena itu, mencakup upaya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang 
komprehensif, disertai dengan kampanye edukasi masyarakat yang efektif. Selain itu, reformasi hukum dan 
kebijakan yang menghormati hak asasi manusia pengidap penyakit menular seksual juga merupakan langkah 
penting untuk mengatasi stigma dan diskriminasi. Hanya dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi 
manusia ke dalam strategi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual, kita dapat memastikan 
bahwa upaya tersebut benar-benar efektif, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh 
Masyarakat. Dalam penanggulangan penyakit seksual, kebijakan pemerintah daerah harus di lakukan dengan 
upaya dan kerja sama dengan Lembaga-lembaga Kesehatan dan melalui pendekatan kepada masyarakat 
adanya edukasi dan sosialisai di lakukan oleh pemerintah setempat. melihat dari kebijakan pemerintah dalam 
penaggulangi penyakit seksual (HIV) di masyarakat masih kurang. Pemerintah hanya berfokus bagaimana 
penyebaran penyakit seksual itu terjadi dengan adanya slogan-slogan di tengah masyarakat. Namun 
tidak,dengan pengidap HIV yang kurang di perhatikan hak-hak nya mengacu kepada UU HAM dan peraturan 
bupati mengenai hak-hak pada pengidap HIV. Pada akhirnya tidak memecahkan permasalahan yang ada, 
tetapi hanya menimbulkan permasalahan di masyarakat. Solusi dari pemerintah masih kurang efektif, dalam 
menangani pengidap HIV dengan stigma negatif yang ada di masyarakat, pemerintah juga harus menyadarkan 
kepada masyarakat dengan adanya edukasi dan sosialisai dengan lembaga- lembaga terkait. Kurangnya 
edukasi yang menimbulkan stigma negatif dan berpengaruh kepada pengidap HIV dalam menjalankan hak-
haknya. Bahkan pada pengidap HIV, beranggapan untuk memberhentikan menggobatannya hanya karena ada 
stigma yang terlontarkan dari pihak keluarga maupun masyarakat, yang membuat pengidap HIV terganggu 
psikologisnya atau secara mental padahal mereka berhak mendapatkan Kesehatan,hidup yang layak,kesamaan 
dan kesetaraan sebagaimana di atur dalam UU HAM. 
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